
BUPATI MAROS
PERATUMN BUPATI MAROS

Nomor: 19 Thtltltl 2oto

TENTANG

PELAKSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 03 TAHUN

201O TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

KabuDaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemb€ntukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Maros, maka perlu segeftl

dilaksanakan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf'a" di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tk ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 1822):

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

304'l); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor, 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

?



4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo|126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,1438);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

L Peraturan pemdntah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3176);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4449);

1'l.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

4593);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



l3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4741);

l4.Peraturan Daerah Nomor 'l Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Maros Tahun 2007 Nomor 1);

'1s.Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembagian Urusan

Pemerinlahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);

lo.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Keria Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten

Maros Tahun 2010 Nomor 03).

VIEMUTUSKAN

l\4enetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PELAKSANAAN

PEMTURAN DAEMH KABUPATEN MAROS NOMOR 03 TAHUN

2O1O TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAEMH

KABUPATEN MAROS,

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah KabuDaten Maros

Pasal2

(1) Menunjuk Asisten Administrasi Umum dan Kepala Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk mengadakan/mempersiapkan sarana,

oendanaan dan oersonil dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

(2) Pengisian personil/jabatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah

dimaksud pasal 1, agar dikonsultasikan dengan Sekretaris Daerah dan hasilnya

diajukan Kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk

selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Hal-hal yang memerlukan keterkaitan dengan instansi/dan atau unit kerja lain

agar diadakan koordinasi sebaik-baiknya.



Bagian Administrasi Organisasi

Administrasi Umum. kepala Badan

unit ke4a terkait menyusun uraian

Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 3

Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan

tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Pasal4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : to Agur+ut

BUPA

H.M.HA

,oto

Pangkat : Pembina Utama ?tadya

Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAEMH KABUPATEN MAROS TAHUN 201O NOMOR..!.?.

Diundangkan di : Maros

Pada tanggal : 16 Agut+'rt

SEKRETARIS DAERAH

=-vAnv
h.H.BAHARUDDIN. M[


